
 
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA            
TAHUN 2015 NOMOR 11  

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

NOMOR 8 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA 

NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG STRATEGI PEMBANGUNAN 
DAERAH RESPONSIF GENDER 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANJARNEGARA, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka menindaklanjuti 

hasil klarifikasi  Gubernur Jawa Tengah 
tanggal 8 Mei 2014 Nomor 180/005181 
perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 
2014, Nomor 2 Tahun 2014, Nomor 6 
Tahun 2014 dan Nomor 7 Tahun 2014, 
sehingga Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Strategi Pembangunan Daerah 
Responsif Gender perlu untuk diubah; 
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  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Strategi 
Pembangunan Daerah Responsif Gender; 
 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  3.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 
tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Perempuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 
29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3277); 

  4.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

  5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
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  6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembar-an Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  7.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

  8.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 5679); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1950 tentang Penetapan Mulai 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 59); 
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  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2005 Nomor  140, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Nomor  4578); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

  13.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

  14.  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan; 
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  15.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 1); 

  16.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 134); 

  17.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Strategi Pembangunan Daerah 
Responsif Gender (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 176); 

  
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANJARNEGARA 
 

dan 
 

BUPATI BANJARNEGARA 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA NOMOR 1 TAHUN 2014 
TENTANG STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH 
RESPONSIF GENDER. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Strategi Pembangunan Daerah 
Responsif Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 176) diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 
1 (satu) BAB baru yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai  
berikut : 

 
BAB IVA 

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH 
 

Pasal 12A 
 

(1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati bertanggung jawab 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan 
pengarusutamaan gender skala Kabupaten. 

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Wakil Bupati. 

 
Pasal 12B 

 
(1) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12A, Pemerintah Daerah berkewajiban : 
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a. melakukan sosialisasi Strategi Pembangunan Daerah 
Responsif Gender; 

b. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam 
implementasi Strategi Pembangunan Daerah Responsif 
Gender; 

c. mendorong percepatan implementasi Strategi 
Pembangunan Daerah Responsif Gender baik di jajaran 
SKPD maupun masyarakat; dan 

d. melakukan kerja sama dengan pihak manapun dalam 
rangka percepatan implementasi Strategi Pembangunan 
Daerah Responsif Gender.  

(2) Untuk melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang : 
a. merumuskan kebijakan dan program dalam rangka 

implementasi Strategi Pembangunan Daerah Responsif 
Gender; 

b. membentuk dan menunjuk SKPD dan lembaga untuk 
mengkoordinir pelaksanaan Strategi Pembangunan 
Daerah Responsif Gender; 

c. menyediakan sarana dan prasarana serta anggaran dalam 
rangka implementasi Strategi Pembangunan Daerah 
Responsif Gender; 

d. meningkatkan kapasitas lembaga/SKPD dalam rangka 
percepatan implementasi Strategi Pembangunan Daerah 
Responsif Gender; 

e. mendorong pertisipasi masyarakat; dan 
f. melakukan monitoring dan evaluasi. 

(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan 
pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di 
daerah, undang-undang dan peraturan pemerintah yang 
berlaku dan budaya masyarakat setempat. 
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Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara. 

Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal 29 Mei 2015 

BUPATI BANJARNEGARA, 

Cap ttd, 

SUTEDJO SLAMET UTOMO 
 

 
 
 

 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2015 NOMOR 11 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, 

PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 11/2015 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI 
Pembina  

NIP. 19721030 199703 1 003 

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal 29 Mei 2015 

SEKRETARIS DAERAH, 

Cap ttd, 

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
NOMOR 8 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BANJARNEGARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG STRATEGI 
PEMBANGUNAN DAERAH RESPONSIF GENDER 

 
I. UMUM 

 
Bahwa dalam rangka memberikan kerangka dan 

landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di 
berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif 
dan berkesinambungan, telah dibentuk Peraturan Daerah 
tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender 
sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi 
Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta 
dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara 
nasional dari Pemeritah Daerah pada semua sektor 
pembangunan.  

Namun demikian, Peraturan Daerah dimaksud telah 
diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana 
dinyatakan dalam suratnya tanggal 8 Mei 2014 Nomor 
180/005181 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014, Nomor 2 
Tahun 2014, Nomor 6 Tahun 2014 dan Nomor 7 Tahun 2014, 
dengan klarifikasi untuk menambahkan pengaturan tentang 
tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan 
daerah yang responsif gender. 
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Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa 
Tengah tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif 
Gender. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 
 
 Pasal I 
  Cukup jelas. 

Pasal II 
  Cukup jelas. 
 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 198 

  
 
 

 
 




